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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 1\§IAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Gubemur / Bupati / Walikota menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban peiaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak . Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2010
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5137);



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nofnor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerali
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009
Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 55);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan' dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
450); |

Dengan Persetujuan Bersama'
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom; i
VE
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus
Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan; £ v
Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam
satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan
Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SAL tahun ©pelaporan yang terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu,;

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya;

Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara
kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara
kas pada tanggal pelaporan;

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang
menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang
menyajikan penjelasan atau daftar terperinci atau analisa
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi
dan komitmen-komitmen lainnya.

/
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BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:
. Laporan realisasi anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan arus kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan daftar jumlah pegawai pergolorigan dan
peijabatan, laporan kinerja, ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar Laporan
Keuangan Desa.

S0 00 o

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) hurufa tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rpl.260.733.017.285,44

b. Belanja Rpl.043.354.202.493,92
c. Transfer Rp204.447.830.686.06
Surplus/Defisit Rpl2.930.984.105,46

d. Penerimaan Pembiayaan Rp88.529.676.000,39
e. Pengeluaran Pembiayaan Rp4.750.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp83.779.676.000.39

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Rp96.710.660.105,85

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 sebagai berikut:

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rpl13.890.060.147,39 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan Rpl.246.842.957.138,05

b. Realisasi Rpl,260.733.017.285.44
Selisih lebih / (kurang) Rp. 13.890.060.147,39
Selisih anggaran dengan  reailisasi  belanja sejumlah
Rp. 80.871.285.609,12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rpl. 124.225.488.103,04

b. Realisasi Rpl1.043.354.202.493.92
Selisih lebih / (kurang) Rp80.871.285.609,12

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah

Rp. 41.860.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran transfer setelah
perubahan Rp201.814.514.500,00

b. Realisasi RP201.772.653.626.00
Selisih lebih / (kurang) Rp41.860 874,00

I.

b |



4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah
Rp. 94.850.436.428,45 dengan rincian sebagai berikut:
Surplus / Deifisit Setelah Perubahan Rp(81.919.452.322,99)
Realisasi Rp 12.930.984.105.46
Selisih Lebih/(kurang) Rp 94.850.436.428,45
S. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 139.776.322,60 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan Rp88.669.452.322,99
b. Realisasi Rp88.529.676.000.39
Selisih lebih / (kurang) Rpl39.776.322,60
6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut: -

a. Anggaran pengeluaran I y v \
pembiayaan setelah perubahan Rp6.750.000.000,00
b. Realisasi RpP4.750.000.000.00
Selisih lebih / (kurang) Rp2.000.000.000,00

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
(Rp. 1.860.223.677,40) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp81.919.452.322,99
b. Realisasi Rp83.779.676.000.39
Selisih lebih / (kurang) (Rp 1.860.223.677,40)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember tahun 2018 Sebagai berikut

a. Saldo anggaran lebih awal Rp88.669.452.572,99
b. Penggunaal SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan tahun beijalan Rp88.529.676.000.39
Sub Total Rpl39.776.572,60
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp96.710.660.105,85
Sub Total Rp96.850.436.678,45
d. Koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya Rp(139.776.572.601

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp96.710.660.105,85
Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b,
per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp3.161.236.918.346,83

b. Jumlah kewajiban Rp7.927.502.399,72

c. Jumlah ekuitas Rp3.153.309.415.947,11
Pasal 7

aporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
018 Sebagai berikut:
Pendapatan-LO Rp1.278.196.648.294,63
Beban Rpl. 159.795.696.837.38



c. Surplus/Defisit Dari Operasi Rpl 18.400.951.457,25
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional Rp 0,00
e. Pos Luar Biasa RE 0.00
Surplus/Defisit- LO Rpl 18.400.951.457,25
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

tahun 2018 Sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1Januari tahun 2018 Rp 88.639.114.273,54

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 349.645.383.127,07
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset

non-keuangan Rp (341.464:399.021',61)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp 1.233.659.895,85
f. Koreksi Penambahan/ (pengurangan)

saldo awal Kas Rp 182.000,00
g. Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas (Rp 35.000.000.000,00)
h. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun

2018 Rp. 63.053.940.274,85

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2018 Sebagai berikut :
a. Ekuitas awal Rp2.708.555.965.448,01
b.  Surplus/Defisit-LO Rpl 18.400.951.457,25
c. Dampak kumulatif perubahan

Kebijakan/kesalahan mendasar:

Koreksi nilai persediaan Rp 0,00
Selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00
Koreksi ekuitas lainnya Rp326.352.499.041.85
Ekuitas akhir Rp3.153.309.415.947,11

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2
huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri

dari :
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan p mprintahan

daerah dan organisasi;



Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih; S >

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Anus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
(dapat dilihat dibuku tersendiri);

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih;

j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi)
Daerah;

l.  Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengeijaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah;

Pasall2

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2018.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan.

14 Agustus 2019

15 Agustus 2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 99

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 08, 61/2019





